SALINAN

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan maka perlu
ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan
tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan
Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3895 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4264);
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3489);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844 );

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4733);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang  Pengelolaan Uang  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4826);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan

Penggabungan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
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2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom
lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten dan Daerah.

6. Camat adalah Camat dalam Kota Tidore Kepulauan.

7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota
Tidore Kepulauan dalam wilayah kerja Kecamatan.

8. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-
fungsi Pemerintahan di Kelurahan pada Kota Tidore Kepulauan.

9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah
dalam memberdayakan masyarakat.

10. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu lurah pada Kota Tidore
Kepulauan.

11. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru
sebagai akibat dari penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian
Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan
menjadi dua Kelurahan atau lebih dan atau perubahan status Desa
menjadi Kelurahan.

12. Musyawarah Kelurahan adalah Musyawarah masyarakat yang dihadiri
oleh wakil-wakil : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN PEMEKARAN PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Tujuan Pembentukan

Pasal 2
Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan
masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan

masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat.
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Bagian Kedua
Syarat-Syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

(1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan
syarat-syarat pembentukan kelurahan sesuai kondisi sosial budaya
masyarakat setempat;

(2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
terjadi karena pembentukan kelurahan baru, diluar kelurahan yang
telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau
perubahan Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 4

Didalam pembentukan kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai

berikut :

a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 900 jiwa atau 180 KK;

b. luas wilayah paling sedikit 7 KM ;

c. bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam meningkatkan
pelayanan dan pembinaan masyarakat;

d. sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 5

(1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi
menduduki sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini
dihapus atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan,;

(2) Penghapusan atau penggabungan kelurahan dilakukan setelah di
musyawarahkan dalam musyawarah masyarakat kelurahan yang
bersangkutan.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN

Pasal 6
(1) Pembentukan, penghapusan dan /atau penggabungan Kelurahan diusul

oleh Lurah setelah mendapat persetujuan hasil musyawarah masyarakat
kepada Walikota dengan tembusan Camat.

(2) Pengusulan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai
dengan lampiran :
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a. daftar nama kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan.

b. peta wilayah kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan hasil
penghapusan dan atau penggabungan.

c. data jumlah penduduk dan luas wilayah kelurahan hasil
penghapusan dan atau penggabungan;

d. keputusan lurah.

(3) Usulan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

Pasal 7

Terhadap kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu
dilakukan pengkajian dari Tim teknis yang dibentuk oleh Walikota setelah
menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya.

BAB IV
PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 8

(1) Desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dapat dibentuk menjadi kelurahan
atas prakarsa masyarakat;

(2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan
oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Walikota melalui
Camat;

(3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan
masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat
Daerah.

Pasal 10
Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang berubah
statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari

jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai — nilai sosial
budaya masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
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Pasal 11

(1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang menjadi milik
Pemerintah desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan
diserahkan kepada pemerintah daerah;

(2) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan;

(3) Perubahan sebagai akibat perubahan status desa manjadi kelurahan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 12

Dalam Peraturan Daerah Pembentukan kelurahan harus disebut nama, luas
wilayah, batas kelurahan, peta kelurahan yang dibentuk.

BAB V
PEMEKARAN KELURAHAN
Pasal 13
(1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk
maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan

dan pelayanan terhadap masyarakat kelurahan dapat dimekarkan.

(2) Kelurahan hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan.

Pasal 14
Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih
dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun
penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
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Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.
Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd
IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
$ETD]E{ KOTﬁ TIDORE KEPULAUAN,

//” <

" NIP. 010 243 332
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

[I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah,mengamanatkan pemberian otonomi
luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepatkan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah,
Sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan
kelurahan. Selaian dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan
masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan,
perlu  dibentuk  kelurahan untuk  mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat. untuk itu maka pembentukan kelurahan
harus mempertimbangkan berbagai syarat kewilayahan. Kelurahan
dipimpin oleh lurah dibantu oleh perangkat kelurahan.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan
Nomor : 170/09/DPRD/KT/2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
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Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)

«©

Yang dimaksud dengan “prakarsa masyarakat “ adalah usulan
disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang
mempunyai hak pilih.

Ayat (2)

Cukup jelas

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2008 180

http://jdih.tidorekota.go.id



Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 59
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